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A.VEBRIYANTI RASYID (B111 10 324), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus 
Putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks.) Dibawah bimbingan Aswanto 
Selaku pembimbing satu dan Amir Ilyas selaku pembimbing dua. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penerapan 
hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik 
melalui tulisan dan (2) untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim 
terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan 
dalam putusan nomor : 822/Pid.B/2011/PN.Mks. 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
dengan cara turun langsung kelapangan (Pengadilan Negeri Makassar) 
untuk wawancara dengan pihak yang terkait dalam hal ini adalah Hakim 
yang memutus perkara tersebut serta studi kepustakaan. Selanjutnya data 
yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan 
secara deksriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah  (1) Penerapan 
Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 
Melalui Tulisan sudah sesuai, perbuatan terdakwa telah terbukti secara 
sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sesuai 
dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, (2) Pertimbangan hukum hakim 
dalam memutus perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah 
sebagai berikut : (a) Adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur Pasal 
311 ayat (1) KUHP dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik, (b) 
Adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana 
diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terbukti di persidangan, (c) Hal-hal 









ـــــــــــــِْسبا ِمـــِﷲميِح َّراا ِنَمْح َّرلا  
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu 
Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran 
Allah SWT atas rahmat dan karuniah yang begitu berlimpah sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui 
Tulisan”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan 
guna menyelesaikan program sarjana strata satu program studi hukum di 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
Perlu diketahui bahwa dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini 
masih jauh dari kesempurnaan dan tidak menutup kemungkinan di 
dalamnya masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan. Karenanya 
penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun 
demi kesempurnaan skripsi ini. 
Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua 
tercinta ayahanda Drs. H. A. Abd. Rasyid Sarehong, S.H., M.H., M.M. 
dan ibunda Hj. St. Norma beserta saudara kandung penulis yang tak 
henti-hentinya menjadi inspirasi bagi penulis, kakak tersayang Andi Trie 
Utami Rasyid, S.Ked. dan kedua adik terkasih Andi Putri Rasyid dan 
Andi Muh. Fiqram Rasyid. Terima kasih atas doa dan semangat yang tak 
pernah hilang dari kalian. 
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Pada program penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat 
bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka melalui kesempatan 
ini penulis menghanturkan rasa terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Idrus Patturusi, Sp.b, Sp.Bo selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. Selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, 
S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. Anshory Ilyas, S.H., 
M.H. selaku Wakil Dekan II dan bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. 
selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum 
Pidana yang juga sebagai Penasihat Akademik penulis. 
4. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. Selaku pembibing I dan 
bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah  
memberikan arahan kepada penulis dengan baik sehingga skripsi 
ini dapat terselesaikan. 
5. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Ibu Hj. Haerana, S.H., 
M.H., dan ibu Hj. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku penguji yang telah 
memberikan saran dan masukan untuk menyempurnakan skripsi 
ini. 
6. Seluruh dosen pengajar, seluruh staf Bagian Hukum Pidana yang 
telah memberikan ilmu serta nasihat. 
7. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar bapak Mahyuti, S.H., 
M.H. yang bersedia untuk diwawancarai demi kepentingan 
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penelitian beserta pegawai Pengadilan Negeri Makassar yang 
membantu kelancaran penelitian. 
8. Kepada Teman-teman “LEGITIMASI” yang menjadi saudara 
seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
9. Kepada Keluarga Besar “Lorong Hitam” Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin terutama kakak-kakak cewek “LH 09” yang 
menjadi tempat mengadu serta selalu penulis repotkan selama 
penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan 
saudara-saudaraku “LH 10”.  
(Kebersamaan dalam Persaudaraan). 
10. Kepada keluarga kecilku BSDK yang mengajarkan banyak hal 
bukan hanya tentang seni melainkan hidup yang berwarna-warni, 
terutama "DIKSAR 11” yang menambah semangatku untuk rajin 
kekampus karena “bersama sakit yang kita rasa kan hilang 
karenamu sahabat". 
11. Kepada teman KKN Gel.85 kec. Masamba “beb-bebku”, terkhusus 
kepada kel. Kasimbong Indah, Mega, Bustam, Gerard dan Didink 
serta keluarga baru di Kasimbong Pak Lurah, Bu Lurah, Rani dan 
Aryo. Keluarga kecil yang mengukir kebersamaan dalam waktu 
yang singkat.  
12. Kepada sahabat-sahabatku : 
- TK dan SD (Teman Kecilku),  
- SMP (V2LA), Hafsah, Virelzia N. L, Sulaia Sangadji 
- SMA (G-REX), Sulaia Sangadji, Nur Banny Putry F.Noor, Ayu 
Amalia, Asrya, Masyita Razak. 
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Yang sampai saat ini tak pernah berhenti menjadi bagian dari 
perjalanan hidupku. 
13. Kepada "GB” Nurul Fitriani Salim, Nabila Zoraya, Irfai Herman dan 
Noor Khalik yang selalu memberikan semangat juga motivasi dan 
menjadi teman wisata belanja maupun wisata kuliner yang setia.  
14. Kepada “SISTER-SISTER”ku Revica Adhani, Andi Febriani Arif, 
Siska Amryani Azis, Risnawati, Andi Cenra Opu dan Ika 
Ramadhani yang menjadi teman gossip, teman jalan, dan tempat 
dimana air mataku bisa jatuh bebas.  
15. Kepada pemberi segala rasa yang selalu menjadi sumber inspirasi 
dan menjadikan senyuman selalu ada disela-sela penat dan 
lelahku. Budiamin, S.H. 
Demikian kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala 
ucapan yang tidak berkenaan serta tidak sempat penulis paparkan dalam 
skripsi ini penulis memohon maaf. 
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Wassalamu Alaikum Wr. Wb. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan 
hukum yang perlu untuk diperhatikan. Banyak kasus-kasus pencemaran 
nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik 
media cetak maupun media elektronik. Pencemaran nama baik seseorang 
atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk 
melawan media massa. Pencemaran nama baik yang disebarkan secara 
tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander. 
Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik 
kembali mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak. Munculnya 
perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus 
pencemaran nama baik yang terjadi. Pasal-Pasal pencemaran nama baik 
juga sering kali dijadikan sebagai alat untuk menjerat seseorang Whistle 
Blower (WB). Ada dua macam pengertian “Whistle Blower” (Peniup 
Pluit/Pemukul Kentongan), yaitu: (1) Seseorang yang mengungkapkan 
pelanggaran atau perbuatan salah yang terjadi dalam suatu organisasi 
kepada publik atau orang yang memiliki otoritas. (2) Seorang pekerja yang 
memiliki pengetahuan atau informasi dari dalam tentang aktifitas illegal yg 
terjadi didalam organisasinya dan melaporkannya ke Publik.  
Pencemaran nama baik lazimnya merupakan kasus delik aduan. 
Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke 
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pengadilan negeri sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. 
Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang 
melakukan pencemaran nama baik. Ancaman yang paling sering dihadapi 
media atau wartawan adalah menyangkut Pasal-Pasal penghinaan atau 
pencemaran nama baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
setidaknya terdapat 16 Pasal yang mengatur penghinaan. Penghinaan 
terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam oleh Pasal 134, 136, dan 
137. Penghinaan terhadap Raja, Kepala Negara sahabat, atau Wakil 
Negara asing diatur dalam Pasal 142, 143, dan 144. Penghinaan terhadap 
institusi atau badan umum (seperti DPR, Menteri, MPR, Kejaksaan, 
Kepolisian, Gubernur, Bupati, Camat, dan sejenisnya) diatur dalam Pasal 
207, 208, dan 209. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat 
pada instansi negara) maka diatur dalam Pasal 310, 311, dan 315. Selain 
itu, masih terdapat sejumlah Pasal yang bisa dikategorikan dalam delik 
penghinaan ini, yaitu Pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau 
pemberitahuan palsu kepada penguasa), Pasal 320 dan 321 (pencemaran 
atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah mati). 
Beberapa ketentuan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah 
Konstitusi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, 
seperti yang di jelaskan Leden Marpaung, (2010:1) yaitu Pasal 134, Pasal 
136 dan Pasal 137 KUHP (Pasal Penghinaan Presiden) pada tanggal 6 
Desember 2006 karena dianggap tidak relevan lagi jika dalam KUHP 
masih memuat Pasal-Pasal yang menegasi prinsip persamaan di depan 
hukum, mengurangi kebebasan mmengekspresikan pikiran dan pendapat, 
kebebasan akan informasi dan prinsip kepastian hukum. 
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Tindak pidana, yang menurut Moeljatno memberikan istilah ini 
dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu 
aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat 
juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan 
hukum yang dilarang dan diancam pidana, dalam larangan ditujukan pada 
perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang 
menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada 
hubungannya yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang 
menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang satu 
tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika 
yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, 
jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Setiap manusia 
memiliki hak privasi yang harus dihargai orang lain. 
Hak itu adalah hak untuk dilindungi nama baik dan reputasi dirinya. 
Berkaitan dengan ini, negara memang harus melindungi terjaminnya 
pemenuhan hak-hak ini. Salah satunya, memasukkan delik pencemaran 
nama baik dalam KUHP sebagai upaya negara melindungi kehormatan 
dan nama baik seseorang.  
Pemberlakuan Pasal penghinaan dan pencemaran nama baik 
dengan lisan atau tulisan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau 
KUHP, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi 
jurnalistik. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi 
dan menyampaikan pendapat di masyarakat, terlebih lagi dianggap dapat 
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menghambat kerja khususnya bagi wartawan dalam menyampaikan 
informasi kepada publik. Penerapan aturan itu juga dinilai bertentangan 
dengan konstitusi negara. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 
menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 
nuraninya”. Dalam Pasal yang sama, kontitusi negara menjamin 
kemerdekaan setiap orang untuk menyebarluaskan dan memperoleh 
informasi serta berkomunikasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. 
Tindak pidana penghinaan (belediging) beragam wujudnya Antara lain 
menista, memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara 
memfitnah. Hampir di seluruh dunia, Pasal- Pasal yang berkaitan 
penghinaan masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam 
wujud pencemaran nama baik adalah character assassination dan ini 
merupakan pelanggaran hak asasi manusia. 
Meskipun masih dalam perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang 
penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan. 
Penghinaan atau defamation secara harfiah diartikan sebagai sebuah 
tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. 
Perkembangan awal pengaturannya telah dikenal sejak 500 SM pada 
rumusan “twelve tables” di era Romawi kuno. Akan tetapi, ketentuan ini 
seringkali digunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan otoritarian 
dengan hukuman-hukuman yang sangat kejam. Hingga, pada era 
Kekaisaran Agustinus (63 SM) peradilan kasus defamation (lebih sering 
disebut libelli famosi) terus meningkat secara signifikan dan secara turun-
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temurun diwariskan pada beberapa sistem hukum di negara lain, termasuk 
Inggris dalam lingkungan Common Law, dan Prancis sebagai salah satu 
negara penting pada sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law). 
Di Indonesia, Pasal-Pasal penghinaan ini masih dipertahankan. 
Alasannya, selain menghasilkan character assassination, pencemaran 
nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat 
Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena 
itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk rechtsdelicten dan 
bukan wetdelicten. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap 
sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam Undang-Undang 
karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, 
pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam 
substansi pencemaran itu terdapat fitnah. (Brian Prastyo, “Penghinaan 
dan Pencemaran Nama Baik”, http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2008 
/04/18/penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik/#more-8 diakses pada 
hari Senin tanggal 02 September 2013, pukul 19.25 wita). 
Pengaturan mengenai delik pencemaran nama baik dapat dijumpai 
dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, yaitu UU No. 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan UU No. 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam KUHP, 
pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310-320 Buku Kedua 
(Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan.  
Ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama 
baik. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Kedua, pencemaran nama 
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baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan 
pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap 
menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan 
untuk membuktikan tuduhan itu. 
Ketentuan  hukum penghinaan  bersifat delik aduan,  yakni perkara 
penghinaan terjadi  jika ada pihak  yang  mengadu. Artinya,  masyarakat 
yang merasa dirugikan yang  dianggap  mencemarkan  nama baiknya 
atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa 
diusut, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan 
dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis 
berencana membahas skripsi dengan judul “Tinjaun Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus 
Putusan Nomor. 822/Pid.B/2011/PN.Mks.)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam 
penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana 
pencemaran nama baik melalui tulisan? 






C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 
berikut :  
1) Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana 
pencemaran nama baik melalui tulisan. 
2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap 
putusan no.822/Pid.B/2011/PN.Mks. 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan-kegunaan yang diharapakan dari hasil penelitian ini 
yaitu: 
1) Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan atau 
informasi yang mempunyai kepentingan dengan masalah tindak 
pidana pencemaran nama baik melalui tulisan. 
2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 
mahasiswa sebagai bahan diskusi untuk lebih dikembangkan 
guna mencari solusi dalam rangka mencegah terjadinya tindak 
pidana pencemaran nama baik melalui tulisan. 
3) Diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan bagi 
aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri agar dalam 
mengadili pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui 
tulisan dan dapat memberikan putusan yang benar dan adil. 
4) Untuk memberikan masukan bagi akademisi yang akan 
mengadakan penelitian yang sejenis. 
8 
5) Diharapkan hasil penelitian pada penulisan skripsi ini dapat 
memberikan wawasan kepada khalayak umum mengenai tindak 








A. Pengertian Tindak Pidana 
Sebelum penulis menguraikan tentang tindak pidana pencemaran 
nama baik melalui tulisan, penulis akan menguraikan terlebih dahulu 
tentang tindak pidana secara umum. Dalam ilmu hukum pidana, istilah 
tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda “strafbaarfeit” yang 
merupakan istilah resmi dalam “Wetboek van Strafrecht” yang telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.  
Disamping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain 
yaitu perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana 
dan delik. Namun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah 
mempunyai arti yang mendasar. 
Pidana menurut R. soesilo (1995:35), berarti “hukuman yaitu suatu 
perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis 
kepada orang yang melanggar Undang-Undang hukum pidana”. 
 Menurut Pompe (P.A.F. Lamintang, 2011:182) yang dimaksud 
tindak pidana  adalah :  
“sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana pennjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.  
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Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. 
Menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya dari pada 
“perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak 
seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret. 
Menurut Moeljatno (Amir Ilyas, 2012:23) : 
“Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari ”perbuatan” tapi “tindak“ 
tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi 
hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya bahwa 
tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap 
jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan 
bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak 
sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perUndang-Undangan 
yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam Pasal-
Pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir dipakai kata 
“perbuatan””. 
 
Namun penulis lebih memilih istilah “tindak pidana” Meskipun kata 
“tindak” lebih pendek dari ”perbuatan” tapi “tindak “ tidak menunjukkan 
pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan 
perbuatan konkrit, sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, 
tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, maka kata tindak 
lebih khusus maknanya dibandingkan dengan kata perbuatan ataupun 
kata lain yang mempunyai makna yang sama.  
Kata tindak pidana juga sudah banyak digunakan para pakar 
hukum dan telah banyak digunakan sebagai Undang-Undang yang telah 
dikodifikasikan di Indonesia. 
 
B. Jenis Pidana dan Pemidanaan dalam KUHP 
Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) telah 
menetapkan pidana yang telah termasuk dalam Pasal 10. Diatur dua 
11 
pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri 
atas lima jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana ;  
Pidana pokok meliputi : 
1. Pidana mati; 
2. Pidana penjara; 
3. Pidana kurungan ; 
4. Pidana denda  ; 
5. Pidana tutupan ; 
 Pidana tambahan meliputi : 
1. Pencabutan beberapa hak tertentu ; 
2. Perampasan barang-barang tertentu ; 
3. Pengumuman putusan hakim ; 
 Penjelasan mengenai jenis tindak pidana dalam KUHP adalah 
sebagai berikut : 
1. Pidana Pokok 
a. Pidana Mati 
Dalam tata urutan stetsel pidana, maka pidana mati itu merupakan 
jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dan juga 
merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dalam sistem pemidanaan 
di Indonesia. 
Ada beberapa pidana di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana 
mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden (Pasal 104), 
pembunuhan berencana (Pasal 340), dan sebagainya. Bahkan beberapa 
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Pasal KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati 
(Bambang Waluyo, 2002:13) misalnya: 
a. Makar membunuh kepala negara, Pasal 104; 
b. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 111 
ayat (2) 
c. Membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 ayat (1); 
d. Memberi pertolongan kepada musuh saat Indonesia dalam 
perang, Pasal 124 ayat (3); 
e. Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, Pasal140 
ayat (3) dan Pasal 340; 
f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih, pada 
waktu malam dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang 
menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati, Pasal 365 
ayat (4) 
g. Pembajakan dilaut, dipesisir, dipantai dan dikali sehingga ada 
orang mati, Pasal 444; 
h. Dalam waktu perang membuat huru-hara, pemberontakan, dan 
sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan 
pertahanan negara, Pasal 124 bis; 
i. Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan 
angkatan perang, Pasal 127 dan Pasal 129; 
j. Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2) 
Menurut ketentuan naskah KUHP (Bambang Waluyo, 2002: 14-15), 
hal-hal yang perlu diketahui mengenai pidana mati yaitu : 
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a. Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak 
terpidana mati. 
b. Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum. 
c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur 
18 tahun. 
d. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau sakit jiwa 
ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa 
itu sembuh. 
e. Pidana mati baru bisa dilaksanakan jika sudah ada persetujuan 
presiden. 
f. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan 
selama 10 tahun, jika : 
1) Reaksi masyarkat terhadap terpidana tidak terlalu besar, 
2) Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan 
untuk memperbaiki, 
3) Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak 
terlalu penting, dan 
4) Ada alasan yang meringankan. 
g. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan 
perbuatan terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana 
seumur hidup dengan keputusan menteri kehakiman. 
h. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan 
perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk 
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memperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah 
jaksa agung. 
i. Jika permohonan grasi ditolak pelaksanaan pidana mati tidak 
dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan 
diri maka pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur 
hidup dengan keputusan menteri kehakiman. 
b. Pidana Penjara 
Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah (Tolib Setiady, 2010 : 
91), menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang 
berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan 
kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga 
berupa pengasingan. 
Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari 
sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh 
Roeslan Saleh (1983 : 62), bahwa :  
Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan 
kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk 
seumur hidup atau untuk sementara waktu. 
 
Pidana seumur hidup biasanya tercantum di Pasal yang juga ada 
ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua 
puluh tahun). 
Sedangkan P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang (2012:54) 
menyatakan bahwa : 
Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga 
Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati 
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semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 
pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib 
bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. 
 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara 
otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut 
terbatasi, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan 
pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain. 
Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika 
seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi 
Hamzah (Tolib Setiady, 2010 : 92), yaitu : 
“Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan 
saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi 
juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti : 
1) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-Undang Pemilu). Di 
negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar 
kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral 
dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur. 
2) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar 
publik bebas dari perlakukan manusia yang tidak baik. 
3) Hak untuk bekerja pada perusahan-perusahan. Dalam hal ini 
telah diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu. 
4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja 
izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain). 
5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup. 
6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan 
merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut 
hukum perdata. 
7) Hak untuk kawin. Meskipun ada kalanya seseorang kawin 
sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan 
keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka. 
8) Beberapa hak sipil yang lain. 
c. Pidana Kurungan 
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana 
penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. 
Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang 
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terpidana dengan mengurung orang tesebut di dalam sebuah lembaga 
kemasyaraktan. 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan 
dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, 
bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 
10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama 
hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya  satu hari dan 
paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 
KUHP, bahwa: 
“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada 
pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena 
ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat 
bulan.Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun 
empat bulan”. 
 
Menurut Vos (A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006 : 289), 
pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu : 
1) Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak 
menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delicculpa dan beberapa 
delic dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 
KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-Pasal 
tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos 
sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. 
2) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan 
untuk delik pelanggaran. 
 
Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana 
kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan 
khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara. 
d. Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua 
dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda 
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adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut 
oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh 
karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.  
Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa 
pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan oleh 
Van Hattum (Tolib Setiady, 2010 : 104) bahwa : 
“Hal mana disebabkan karena pembentuk Undang-Undang telah 
menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-
pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja." 
 
Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain 
selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, 
tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas 
nama terpidana. 
e. Pidana Tutupan 
 Satu lagi pidana pokok yang di tambahkan ke dalam Pasal 10 
KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946 yaitu “pidana tutupan”. Yang 
dimaksud dengan pidana tutupan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 
ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan 
kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh 
maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. 
Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila 
perbuatan yang merupakan kejahatan itu adalah sedemikian rupa 
sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat. 
 Tempat dan menjalani pidana tutupan serta segala sesuatu yang perlu 
untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam 
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Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan 
Pemerintah Tentang Rumah Tutupan. 
 Di dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1948 ini, terlihat bahwa rumah 
tutupan itu berlaku berbeda dengan rumah penjara (Lembaga 
Pemasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu, serta fasilitas-
fasilitasnya adalah lebih baik dari yang ada pada penjara, misalnya dapat 
kita baca dalam Pasal 55 ayat 2 dan 5,36 ayat 1 dan 3, 37 ayat 2. Pasal 
33 menyatakan bahwa makanan orang pidana tutupan harus lebih baik 
dari makanan orang dipidana penjara. Uang rokok bagi yang tidak 
merokok diganti dengan uang seharga rokok tersebut. 
 Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 
1984 tersebut, dapat diketahui bahwa narapidana tutupan itu lebih banyak 
mendaptkan fasilitas dari pada nara pidana penjara. Hal ini disebabkan 
karena orang yang dipidana tutupan itu tidak sama dengan orang-orang 
yang dipidana penjara. Tindak pidana yang didorong oleh maksud yang 
patut dihormati. 
 Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 PP ini, tampaknya pidana 
tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara 
juga. Perbedaan hanyalah terletak pada orang yangd dapat dipidana 
tutupan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong 
oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya dalam Undang-Undang itu 
maupun PP Pelaksanaannya itu tidak dijelaskan tentang unsur maksud 
yang patut dihormati itu. Karena itu penilaiannya, kriterianya diserahkan 
sepenuhnya kepada hakim. 
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Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan 
hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik 
hukum diindonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan 
pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada Tanggal 
27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal 
dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946. (Siti Maryam, “Pidana Tutupan”,  
Ihttp://hukum.kompasiana.com/2012/02/24/pidana-tutupan-438035.html. 
diakses pada hari rabu tanggal 4 september 2013 17.55 wita). 
2. Pidana Tambahan 
Sifat hukuman tambahan ini dijelaskan dalam buku Pengantar Hukum 
Indonesia, Abdullah Marlang, dkk (2009 : 82) hanya sebagai penambah hukuman 
pokok kalau ada dalam putusan hakim ditetapkan hukuman-hukuman 
tambahannya. 
Misalnya, seorang warga negara Indonesia yang melakukan tindak 
pidana tertentu. Oleh hakim, ia harus menjalankan hukuman di penjara dan 
dicabut hak pilihnya dalam pemilihan umum yang akan datang. 
 
C. Teori dan Tujuan Pemidanaan 
Pemidanaan merupakan upaya terakhir yang ditempuh terhadap 
pelaku tindak pidana. Lembaga Negara yang ditunjuk oleh Negara untuk 
menjatuhkan pidana mempunyai tujuan tertentu. Berbagai variasi tujuan 
pemidanaan tumbuh sesuai dengan perkembangan ilmu hukum pidana, 
ilmu tentang pemidanaan dan teori-teori dasar tujuan pidana. Beberapa 
pendapat para ahli tentang tujuan pemidanaan sebagaimana yang ditulis 




     Penghukuman dalam arti pemidanaan, dan pelaksanaan pidana 
pada hakekatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai 
kemasyarakatan yang telah dilanggar dan diubah oleh adanya 
pemidanaan ( ...the conviction and the execution of the sensocietal 
valua that are violated and challenget by the crime). 
 
2. Roger Hood 
Sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana atau    
pembuat potensil melakukan tindak pidana, juga untuk: 
a. Memperkuat kembali nilai-nilai sosial ( reinforcing social value ) 
b. Menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan              
( allaying public fear of crime). 
 
3. Roeslan Saleh 
Dalam bukunya yang berjudul Suatu reorientasi dalam hukum 
pidana, mengemukakan bahwa pada hakekatnya ada dua arah 
yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu : 
a. Segi prevensi, yaitu hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu 
upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup 
bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan; 
b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus 
merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari 
dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hokum 
 
 4. Sahetapy 
         Dalam disertasinya yang berjudul Ancaman pidana mati 
terhadappembunuhan berencana, dikemukakan olehnya bahwa : 
         Pemidanaanbertujuan pembebasan, pidana harus 
membebaskan sipelaku dari cara atau jalan yang keliru yang kini 
telah ditempuhnya. Makna membebaskan menghendaki agar 
sipelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran jahat, yang 
keliru melinkan ia harus pula dari kenyataan sosial dimana ia 
terbelenggu. 
 
 5.  Bismar Siregar 
        Dalam kertas kerjanya yang berjudul Tentang Pemberian Pidana 
pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di 
Semarang tahun 1980, Bismar menyatakan antara lain :...yang 
pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian dana, 
bagaimana caranya agar hukum badaniah mencapai sasaran, 
mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat 
perbuatan si tertuduh karena tujuan penghukuman, tiada 
lainmewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia. 
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Adapun tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro (1989 : 
16) adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan 
kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals 
preventive), maupun secara menakuti orang tertentu yang 
sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak 
melakukan kejahatan lagi ( speciale preventive ) 
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang 
melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik 
tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. 
 
 Menurut rancangan KUHP tahun 1982 (Konsep BPHN 
1982/1983:9), bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut : 
   a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 
menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; 
   b. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 
pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan 
berguna; 
   c. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak 
pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa 
damai dalam masyarakat 
   d. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
 
 Selanjutnya menurut Roeslan Saleh (1983 : 5-7), Tujuan yang 
harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana adalah sebagai berikut: 
   1. Koreksi 
    Terhadap orang yang melanggar suatu norma, pidana yang 
dijatuhkan berlaku sebagao suatu peringatan bahwa hal seperti 
itu tidak boleh diulang lagi. 
   2. Resosialisasai 
    Yang dimaksud dengan ini adalah usaha dengan tujuan bahwa 
terpidana akan kembali dalam masyarkat dengan daya tahan, 
dalam arti dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan 
lagi kejahatan-kejahatan. 
 3. Pengayoman Kehidupan Masyarakat 
    Tujuan ini dapat terjadi bilamana masalahnya adalah untuk 
manusia yang telah melakukan kejahatan berat dan harus 
dikhawatirkan, bahkan ditakuti, bahwa diwaktu yang akan 
datang masih besar sekali kemungkinannya akan melakukan 
delik-delik berat walaupun terhadapnya dilakukan upaya 
resosialisasi. 
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 Mengingat pentingnya pemidanaan sebagai pedoman dalam 
menjatuhkan pidana, maka didalam konsep KUHP 1991/1992 buku I 
Pasal 51 dirumuskan tujuan pemidanaan sebagai berikut: 
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norma hukum  demi pengayoman masyarakat; 
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadikannya orang baik dan berguna; 
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai 
dalam masyarakat; 
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
 
Teori pemidanaan yang dijelaskan oleh Marlina (2011:41-80) 
terdapat empat teori yaitu teori retributif, teori deterrence (teori 
pencegahan), konsep diversi dan restoratif justice dan pembenaran 
pidana. 
Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, 
namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan 
besar yaitu (Adami Chazawi, Bag.1,  2011:157-168) : 
1. Teori absolut  atau teori pembalasan (vergeldings theorien); 
2. Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien); 
3. Teori gabungan (vernegings theorien). 
 
1. Teori absolut atau teori pembalasan 
Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar 
pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. 
Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah 
melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan 
hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. 
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua 
arah, yaitu ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) 
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dan ditujukan untuk memenuhi kepuasaan dari perasaan dendam 
dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). 
2. Teori relatif atau teori tujuan 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Tujuan masyarakat adalah tata tertib masyarakat, dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. 
 Teori ini terbagi atas dua macam teori, yaitu: 
a. Teori pencegahan umum atau prevensi general 
   Tujuan pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang 
ditujukan orang pada umumnya, agar tidak melakukan 
pelanggaran terhadap umum. 
b. Teori pencegahan khusus atau prevensi special 
   Tujuan pidana yang hendak dicapai adalah mempengaruhi 
tingkah laku terpidana untuk tidak melakukakn tindak pidana 
lagi ini berarti agar siterpidana itu berubah menjadi orang yang 
lebih baik dan berguna bagi masyarakat. 
3. Teori Gabungan 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan 
itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. 
Teori gabungan dibagi dalam tiga bagian: 
a. Teori gabungan pertama 
Menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam   
pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat. 
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b. Teori gabungan yang kedua 
Menitikbertakan unsur pertahanan tata tertib masyarakat.Teori 
ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkan dan 
gunanya tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. 
c. Teori gabungan yang ketiga 
Memandang sama pembalasan dengan pertahanan 
masyarakat. 
 
D. Pengertian Tulisan 
Sebelum penulis menjelaskan bagaimana tulisan yang 
dikategorikan sebagai hal yang dapat menyebabkan tindak pidana 
pencemaran nama baik, penulis akan membahas definisi tulisan secara 
umum terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulisan 
adalah hasil menulis; barang yang ditulis; cara menulis;  karangan; buku-
buku;  gambaran; lukisan; batik; suratan (takdir). 
Menurut kamus Wikipedia menjelaskan bahwa : 
“Tulisan adalah kumpulan huruf-huruf atau angka yang dituliskan 
dalam suatu bahasa tertentu. Tulisan ditampilkan dalam bentuk 
teks dan bukan gambar (walaupun ada beberapa bahasa yang 
awal sumber tulisannya adalah gambar-gambar).  
(http://buku.wikia.com/wiki/Tulisan, diakses pada hari senin tanggal 
23 september 2013 pukul 15.35 wita). 
 
Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat 
subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran nama baik sangat 
bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, 
delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya 
bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari saksi 
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korban pencemaran nama baik. Dengan kata lain tulisan atau lisan bisa 
dikatakan mencemarkan nama baik diukur dari bagaimana korban merasa 
hal tersebut menyerang kehormatannya atau tidak. Karena besar 
pengaruhnya apabila saksi korban merasa hal tersebut menyerang nama 
baiknya. Walaupun dalam pembuktiannya nanti hakimlah yang 
memutuskan. 
Tindak pidana atas nama baik yang dimaksud mmelalui tulisan 
disini pada dasarnya merupakan tulisan atau gambar yang secara sengaja 
disiarkan (disebar) atau dipertunjukkan untuk menyerang reputasi atau 
kehormatan orang lain.  
Leden Marpaung (2010:7) mengatakan bahwa para pakar belum 
sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi 
sependapat bahwa “kehormatan dan nama baik” menjadi hak seseorang  
atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang 
dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Binatang, meskipun saat ini 
ada yang telah diberikan nama, tetapi tidak dapat memiliki kehormatan 
dan nama baik. 
 
E. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 
Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari 
perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk 
perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama 
baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya 
yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai 
pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor 
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yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini 
yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati 
orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain 
meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. 
Kemerdekaan  menyatakan  pikiran dan pendapat secara lisan dan 
tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai 
Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (rechstaat), 
dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat), Indonesia 
mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara 
lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers 
merupakan hak - hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh 
lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar 
demokrasi. Tanpa adanya kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat 
menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. 
Dengan demikian tidak akan ada demokrasi. 
Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal 
pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya 
masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang 
dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan 
sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan 
berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang 
kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang 
termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut 
lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa 
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kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau 
dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa 
tersinggung atau tidak.. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang 
masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa 
seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak 
ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi. 
Pencemaran nama baik / penghinaan / fitnah yang disebarkan 
secara tertulis  dikenal sebagai libel, sedangkan  yang diucapkan disebut 
slander. KHUP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik 
bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak).  
Tindak pidana terhadap kohormatan ini, menurut ilmu hukum 
pidana terdiri atas 4 (empat) bentuk  (Leden Marpaung, 2010:8) : 
1. Menista; 
2. Menista secara tertulis 
3. Fitnah; dan 
4. Penghinaan ringan. 
 
Akan tetapi, dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain 
terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama 
baik, yakni : 
1. Perbuatan fitnah; 
2. Persangkaan palsu; 
3. Penistaan terhadap yang meninggal. 
 
Hakikat penghinaan adalah  menyerang kehormatan dan nama 
baik  seseorang, golongan,  lembaga, agama,  jabatan,  termasuk orang 
yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus  delik 
aduan.  
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 Pada umumnya delik aduan terbagi atas  delik aduan absolut 
(mutlak) dan delik aduan relatif (nisbi). Dimana delik aduan absolut adalah 
delik yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan 
sedangkan delik aduan relatif adalah delik aduan yang dalam keadaan 
tertentu saja diperlukan adanya pengaduan. (Amir Ilyas, dkk. 2012:186-
187). 
 Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan 
tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. 
Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang 
melakukan pencemaran nama baik. KUHP mengatur beberapa Pasal soal 
penghinaan.  
 Menurut KUHP pencemaran nama baik harus memenuhi dua 
unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan  menjadi konsumsi 
publik. Dalam penjelasannya, R. Soesilo  (1995:225) mengatakan  
tuduhan  ini  harus dialamatkan kepada perserorangan, jadi  tidak  berlaku  
apabila yang  merasa  terhina ini adalah  lembaga atau  instansi,  namun 
apabila tuduhan  itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar 
tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri 
(berdasarkan pertimbangan hakim), maka sang penuduh tidak dapat 
dihukum. Ketentuan  hukum penghinaan  bersifat delik aduan,  yakni 
perkara penghinaan terjadi  jika ada pihak  yang  mengadu. Artinya,  
masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers  yang  
dianggap  mencemarkan  nama baiknya atau merasa terhina dapat 
mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut.  
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 Adami Chazawi (Bag.2, 2011 : 202) menjelaskan bahwa ada 
pertimbangan yang dipakai dasar bagi Pembentuk Undang-Undang dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menetapkan 
pengaduan sebagai syarat untuk dapatnya dituntut pidana terhadap si 
pembuat kejahatan aduan. Pertimbangan itu ialah bahwa dalam hal 
kejahatan aduan pentingnya bagi yang berhak mengadu atau yang 
kepentingan hukumannya dilanggar apabila apabila perkara itu dituntut 
pidana adalah lebih besar daripada pentingnya bagi negara apabila 
perkara itu dilakukan penuntutan pidana. Dalam hal kejahatan aduan, 
dilain pihak bagi korban ada kepentingan agar perkara kejahatan aduan 
untuk tidak dilakukan penuntutan misalnya mereka ada hubungan 
keluarga dan ini lebih dipentingkan daripada kepentingan negara. 
 Lain halnya kasus penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, 
dan Instansi Negara, termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum 
bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada 
pengaduan dari pihak yang dirugikan. Logika dari ketentuan ini adalah 
presiden, wakil presiden, dan instansi negara adalah simbol negara yang 
harus dijaga martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak 
memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu. Oleh karena dalam 
KUHP sejatinya tidak didefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud 
dengan nama baik, maka sudah tentu pengertian pencemaran nama baik 
pun tidak jelas didefinisikan.  
Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang 
perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik 
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seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau 
kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan 
penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana 
perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. 
Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, 
yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan 
seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa 
dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, 
tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena 
menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya 
tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik 
dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang 
salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan 
alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Oemar 
Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang 
kehormatan atau nama baik (anranding of geode naam). Salah satu 
bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara 
tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal. 
Secara umum pencemaran nama baik (Defamation) adalah 
tindakan mencermarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan 
sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi 
ke dalam beberapa bagian: 
1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan. 
2. Secara tertulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui 
tulisan. 
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Dalam pencemaran nama baik terdapat 3 catatan penting 
didalamnya, yakni : 
1. Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik 
yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap 
pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang 
nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran 
merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak 
yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran. 
2. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. 
Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan 
kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. 
3. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan 
menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik 
seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk 
membuktikan tuduhan itu. 
Bagi bangsa Indonesia, Pasal pencemaran nama baik dianggap 
sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan 
budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan 
santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan 
mengandung unsur fitnah. 
Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata 
penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan 
menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam 
pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi : 
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1. Terhadap pribadi perorangan. 
2. Terhadap kelompok atau golongan. 
3. Terhadap suatu agama. 
4. Terhadap orang yang sudah meninggal. 
5. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala 
negara atau  wakilnya dan   pejabat perwakilan asing. 
Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur 
dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008 sebenarnya 
dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada 
dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah 
mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak 
merasa dirugikan dengan perbuatan kita tersebut sehingga kita bisa 
mempertanggung jawabkannya. 
Selain Pasal 27 dan 28 UU ITE No. 11 2008 tentang pencemaran 
nama baik, dalam kitab-kitab undang hukum pidana juga mengatur 
tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal-Pasal 
pidana mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini memang 
sudah lama berada dalam dunia hukum. 
Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk 
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka 
harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Adanya kesengajaan; 
2. Tanpa hak (tanpa izin); 
3. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan; 
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4. Agar diketahui oleh umum. 
Kejahatan di dunia maya  merupakan kejahatan modern yang 
muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan 
kejahatan-kejahtan konvensional yang terdapat dalam kitab Undang-
Undang hukum pidana (KUHP). 
Menurut R.Soesilo (1995:225) penghinaan dalam KUHP ada 6 
macam:  
1.      Menista (smaad) 
2.      Menista dengan surat (smaadachrift) 
3.      Memfitnah (laster) 
4.      Penghinaan ringan (een voudige belediging) 
5.      Mengadu secara memfitnah (lasterajke aanklacht) 
6.      Tuduhan secara memfitnah (lasterajke verdarhtmaking) 
 
F. Bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik 
Pencemaran nama baik terbagi menjadi 2 macam yaitu, 
pencemaran nama baik secara lisan dan percemaran nama baik tertulis. 
Dalam buku Oemar Seno Adji (1997:92) pencemaran nama baik dikenal 
dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi : 
1. Penghinaan materiil 
Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi 
pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara 
tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan 
baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada 
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kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi 
kepentingan umum. 
2. Penghinaan formil 
Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melaingkan 
bagaimana pernyataan yang berseangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan 
caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk 
menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. 
Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan 
dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup. 
KUHP mengartikan penghinaan didalam Pasal 310 ayat (1) dan (2), 
yang isinya : 
1. Pasal 310 ayat (1) :  
“Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama 
baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu 
perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, 
dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-
lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 
4.500,-“. 
 
2. Pasal 310 ayat (2) :  
“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang 
disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka 
yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan 
dengan hukumana penjara selama-lamanya satu tahun empat 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. 
 
 Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, 
Pasal 310 sampai dengan Pasal 321, penghinaan dalam bab ini meliputi 6 
macam penghinaan yaitu : 
1. Pasal 310 ayat (1) mengenai menista 
2. Pasal 310 ayat (2) mengenai menista dengan dengan surat 
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3. Pasal 311 mengenai memfitnah : “ jika yang melakukan 
kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal 
diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan 
itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan 
bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam 
karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun”. 
4. Pasal 315 mengenai penghinaan ringan :  “ tiap-tiap penghinaan 
dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau 
pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik 
dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang 
itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang 
dirimkan atau diterimanya. 
5. Pasal 317 mengenai mengadu secara memfitnah : “ barang 
siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau 
pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara lisan 
maupun secara tertulis, tentang seseorang sehingga 
kehormatan atau nama baiknya terserang diancam karena 
pengaduan fitnah. 
6. Pasal 318 mengenai tuduhan secara memfitnah : “ barang siapa 
dengan sesuatu perbuatan secara menimbulkan secara palsu 
persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu 
perbuatan pidana diancam karena menimbulkan persangkaan 
palsu. 
 
Sedangkan yang diluar KUHP, antara lain pada Pasal 27 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Eletronik, yang berbunyi : 
“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. 
 
Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan 
dari orang atau korban, yang dikenal dengan istilah delik aduan, kecuali 
bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada 
waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Dan pada KUHP 
merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan pada Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan delik 
materiil saja. 
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G. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 
1. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai Pencemaran : 
“Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama 
baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu 
perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, 
dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-
lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat 
ribu lima ratus rupiah”. 
 
Banyak pakar yang menggunakan istilah “menista”. Perkataan 
“menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata 
“celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata 
dalam menerjemahkan kata “smaad” dari Bahasa belanda kata “nista” dan 
kata “celaan” merupakan kata sinonim. Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) 
KUHP, dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. 
1.1. Unsur-unsur Objektif 
a. Barang siapa 
b. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 
c. Dengan menuduhkan sesuatu hal 
 
1.2. Unsur-unsur Subjektif  
a. Dengan maksud yang nyata (kenlijk doel) supaya tuduhan itu 
diketahui umum (ruchtbaarheid te geven). 
b. Dengan sengaja (opzettelijk) 
 
2. Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis 
“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 
dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum maka yang bersalah 
karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama 
satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah”. 
 
Istilah “menista secara tertulis” oleh beberapa pakar dipergunakan 
istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan 
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kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata smaadschrift yang dapat 
diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir 
bersamaan. 
Berdasarkan rumusan diatas maka menista dan menista dengan 
tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa 
menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan 
unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai 
berikut : 
a. Barangsiapa  
b. Dengan sengaja 
c. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 
d. Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan 
e. Dipertujukan pada umum atau ditempelkan 
 
3. Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah  
“jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran 
tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa 
yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan 
dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia 
diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun”. 
 
Kata “fitnah” sehari-hari umumnya diartikan sebagaimana yang 
dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni “perkataan yang 
dimaksud menjelekkan orang”. 
Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista 
dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan untuk 
membuktikannya menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini 
juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu 
tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan 
in concreto tidak ada. 
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Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP 
tampaknya terkait erat dengan Pasal 310 KUHP, sehingga dapat ditarik 
unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu : 
a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari : 
1. Pencemaran Pasal 310 ayat (1). 
2. Pencemaran tertulis Pasal 310 ayat (2) 
b. Si pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang 
dituduhkannya itu benar. 
c. Tetapi sipelaku tidak dapat membuktikan kebenaran 
tuduhannya. 
d. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan 
yang diketahuinya.  
 
4. Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan 
“tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat 
pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap 
seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun 
dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan 
surat yang dikirimkan atau diterima, diancam karena penghinaan 
ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua 
minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. 
 
Kata “penghinaan ringan” diterjemahkan dari Bahasa belanda yaitu 
kata eenvoudige belediging, sebagian pakar menerjemahkan kata 
eenvoudige dengan kata “biasa”, sebagian pakar lainnya menerjemahkan 
dengan kata “ringan”. Dalam kamus Bahasa Belanda, kata eenvoudige 
beharti sederhana, bersahaja,ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika 
dipergunakan kata penghinaan biasa.  
Unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu : 
4.1. Unsur objektif, terdiri atas : 
a. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan 
lisan) atau pencemaran tertulis. 
b. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan 
lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan 
lisan atau perbuatan. 
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c. Dengan surat yang dikirim atau yang diterimanya. 
4.2. Unsur subjektif, yaitu Dengan sengaja. 
5. Pasal 317 ayat (1) KUHP, mengenai mengaduh secara memfitnah. 
“barangsiapa dengan sengaja mengajukan atau pemberitahuan 
palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk 
dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama 
baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. 
 
Maka unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah : 
5.1. Unsur objektif. 
a. Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada 
penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan. 
b. Tentang seseorang kepada penguasa 
c. Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang 
 
5.2. Unsur subjektif yaitu Dengan sengaja. 
Penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat yang 
mempunyai wewenang hukum publik. 
6. Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah 
“barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan 
secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwadia 
melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam karena 
menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun”. 
 
Jadi unsur-unsur dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah : 
6.1. Unsur objektif 
“sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu 
persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan 
sesuatu perbuatan pidana”. 
 
6.2. Unsur subjektif 
“dengan sengaja”. Perbuatan yang dilarang adalah : Dengan 
sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh 
seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan 
yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata 
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palsu. Dalam kejahatan terhadap seseorang yang tidak ada 
hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, 
dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku 
tindak pidana itu. 
 
Objek dari penghinaan-penghinaan diatas haruslah manusia 
perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu 
organisasi, segolongan penduduk dan sebagainya. Supaya dapat 
dihukum dengan Pasal menista atau pencemaran nama bai, maka 
penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah 
melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan 
diketahui oleh banyak orang baik secara lisan maupun secara tertulis, 
atau kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan di depan umum, sudah 
cukup bila dapat dibuktikan bahwa tersangka bermaksud menyiarkan 
tuduhan itu. 
Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista atau menista 
dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela 
kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Patut 
atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak 
pada pertimbangan hakim, sehingga apabila oleh hakim dinyatakan 
bahwa penghinaan tersebut benar-benar untuk membela kepentingan 
umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum. Tetapi bila oleh 
hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau 
membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan (2) 
KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh sipelaku tidak benar adanya, 






A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar di Jln. R. A. 
Kartini No. 18/23 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Alasan 
dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena dari 
lokasi tersebut penulis dapat mencari dan mendapatkan data serta 
informasi yang relevan dengan objek penelitian yang penulis teliti. 
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, 
yaitu data primer dan data sekunder: 
1. Data Primer  
Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara 
langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam putusan yang penulis 
teliti di Pengadilan Negeri Makassar. 
2. Data Sekunder  
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur 
dan dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perUndang-






C. Teknik Pengumpulan Data 
 Memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis 
menggunakan metode sebagai berikut : 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data 
sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, 
peraturan perUndang-Undangan, karya tulis, makalah serta data yang 
didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang 
berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan 
wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum dalam hali ini adalah 
hakim yang memutusakan  perkara tersebut.  
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis 
secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriktif yaitu dengan 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama 
baik melalui tulisan 
Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran 
nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus 
dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak 
dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain 
dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. 
Sehingga untuk mejatuhkan pidana terhadap seseorang yang 
diduga melakukan tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat atau 
ketentuan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 
dalam hal ini hukum pidana. 
Berikut penulis akan menguraikan posisi kasus dan dakwaan 
penuntut umum dalam putusan no. 822/Pid.B/2011/PN.Mks. 
1. Posisi Kasus 
Berawal dari adanya perselisihan antara terdakwa DRS. PATRICE 
LUMUMBA, MA dengan korban PROF. DR. HJ. AIDAWAYATI 
RANGKUTI, MS, yaitu bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 korban telah 
mengirim surat laporan kepada Dekan Fisip Universitas Hasanuddin 
mengenai terdakwa dengan tembusan ke Rektor Universitas Hasanuddin 
yang menurut terdakwa berisi kata-kata fitnah “menerima uang sogokan 
dari Mahasiswa agar lulus ujian dalam mata kuliah yang terdakwa ajarkan, 
para mahasiswa merasa takut bertemu dengan terdakwa dan malas kuliah 
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karena ujung-ujungnya uang, terdakwa meminta uang kepada para 
mahasiswa yang mengikuti Diplomasi untuk biar lulus” kemudian terdakwa 
membuat surat Nomor : 488/H/4.1.3/UM.15/2010 yang menurut terdakwa 
sebagai balasan surat dari korban yang terdakwa tulis pada tanggal 25 
Januari 2010 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Hasanuddin 
beserta 9 (Sembilan) alamat tembusan. Dalam surat tersebut, terdakwa 
menuliskan tentang hinaan dan makian terhadap  korban yang antara lain 
mengatakan bahwa korban “menjijikkan, buta hati, bejat, keji, tidak 
bermoral dan tukang fitnah”, kemudian surat tersebut terdakwa kirimkan 
ke Rektor Universitas Hasanuddin serta masing-masing alamat 
tembusannya, sehingga surat yang dibuat terdakwa dengan isi makian 
terhadap korban tersebut telah banyak dilihat dan dibaca, padahal 
menurut keterangan saksi-saksi yang telah membaca surat tersebut 
mengatakan bahwa apa yang dituliskan oleh terdakwa yang menuduh 
korban adalah tidak benar, sehingga dengan perbuatan terdakwa tersebut 
mengakibatkan korban merasa malu dan nama baiknya telah dicemarkan 
oleh terdakwa. Kemudian korban melaporkan perbuatan terdakwa 
tersebut kepada pihak yang berwenang.  
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap kasus menyebabkan 
tercemarnya nama baik yang dilakukan oleh terdakwa DRS. PATRICE 
LUMUMBA, MA, yang dibacakan dihadapan persidangan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai 
berikut : 
45 
Bahwa terdakwa Drs. Patricie Lumumba, MA pada hari selasa 
tanggal 25 januari 2010 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2010, 
bertempat di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar atau 
setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar, telah melakukan kejahatan mencemar atau 
mencemar dengan surat dalam hal ia di izinkan membuktikan 
kebenaran tuduhannya itu dan jika tuduhan itu dilakukannya 
sedang diketahuinya tidak benar. Perbuatan mana dilakukan 
terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
- Berawal dari adanya perselisihan antara terdakwa Drs. Patrice 
Lumumba, MA dengan saksi korban Prof. Dr. Hj. Aidawayati 
Rangkuti,MS kemudian terdakwa membuat surat Nomor : 
488/H.4.1.3/UM.15.2010 tanggal 25 Januari 2010 yang 
ditujukan kepada Rektorat UNHAS serta 9 (Sembilan) alamat 
tembusan yang mana isi surat tersebut terdakwa menuliskan 
tentang hinaan dan makian terhadap saksi korban yang antara 
lain mengatakan bahwa saksi korban “menjijikkan, buta hati, 
bejat, keji, tidak bermoral dan tukang fitnah”, kemudian surat 
tersebut terdakwa kirimkan ke Rektor UNHAS serta masing-
masing alamat tembusannya, sehingga surat tersebut banyak 
yang telah membacanya, padahal apa yang dikatakan oleh 
terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban merasa harga 
dirinya diinjak-injak serta merasa malu dan nama baiknya telah 
dicemarkan oleh terdakwa, kemudian saksi korban melaporkan 
perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwenang. 
 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut 
umum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti beserta 
barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, yaitu : 
a. Keterangan Saksi-saksi 
1) Saksi Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, MS.  
Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada 
hubungan keluarga; 
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik 
kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam berkas perkara 
adalah benar; 
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kedepan persidangan 
karena kasus penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap 
saksi; 
- Bahwa benar terdakwa Drs. Patrice Lumumba, MA pada hari 
Selasa tanggal 25 Januari 2010 sekitar jam 16.00 wita, 
bertempat di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar 
terdakwa membuat surat yang menuliskan tentang hinaan dan 
makian terhadap saksi dan mengatakan bahwa “saksi 
menjijikkan, buta hati, bejat, keji, tidak terhormat dan tukang 
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fitnah” kemudian surat tersebut ditujukan kepada Rektor 
UNHAS serta masing-masing alamat tembusannya sehingga 
surat tersebut banyak orang yang membacanya; 
- Bahwa benar surat tersebut ditembuskan ke Dekan F-MIPA 
UNHAS serta beberapa alamat lainnya; 
- Bahwa selai Rektor UNHAS yang mengetahui ataupun 
membaca surat yang dibuat oleh terdakwa adalah Prof. Dadang, 
S. selaku PUREK I UNHAS, Lk. Warhidan selaku PUREK II 
UNHAS, dan Lk. Dedy Tikson mantan Dekan Fisipol UNHAS; 
- Bahwa dengan adanya surat yang dibuat oleh terdakwa dan 
dikirim kepada Rektor UNHAS yang berisi hinaan saksi merasa 
malu dan nama baik saksi telah dicemarkan; 
- Bahwa benar isi surat yang dibuat terdakwa adalah yang 
berisikan makian dan hinaan kepada saksi adalah tidak benar; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga terdakwa 
melakukan perbuatan itu karena sebelumbnya tidak pernah ada 
permasalahan; 
Keterangan saksi oleh terdakwa tidak dibenarkan. 
 
2) Saksi DR. Dr. Andi Warhidan Sinrang, MS. 
Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada 
hubungan keluarga; 
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik 
kepolisian dan keterangan yang tertuang dalam berkas perkara 
benar; 
- Bahwa benar terdakwa Drs. Patrice Lumumba, MA telah 
membuat surat yang berisi makian dan hujatan terhadap Prof. 
Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, MS.; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Drs. Patrice 
Lumumba, MA membuat surat tersebut namun surat yang 
dibuat oleh Drs. Patrice Lumumba, MA tanggal 25 Januari 2010; 
- Bahwa benar saksi pernah membaca surat dengan Nomor : 
488/H.4.10.1.3/UM.15/2010 tanggal 25 Januari 2010 yang 
ditujukan kepada Rektor UNHAS yang ditandatangani oleh Drs. 
Patrice Lumumba, MA; 
- Bahwa benar isi surat tersebut adalah berisi kata-kata makian 
atau hujatan terhadap Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, MS. 
Antara lain “menjijikkan, keji dan bejat moral” 
- Bahwa apa yang disampaikan Drs. Patrice Lumumba, MA 
dalam surat yang ditujukan kepada Rektor UNHAS tidak 
semuanya benar; 
- Bahwa selain saksi yang membaca surat tersebut tentunya 





3) Saksi Dedy Tikson 
Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada 
hubungan keluarga; 
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan 
penyidik kepolisian dan keterangan tertuang dalam berkas 
perkara benar; 
- Bahwa benar terdakwa Drs. Patrice Lumumba, MA pernah 
membuat surat yang berisi makian dan hujatan terhadap Prof. 
Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, MS.; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimaba Drs. Patrice 
Lumumba, MA membuat surat tersebut; 
- Bahwa benar saksi pernah membaca surat dengan Nomor : 
488/H.4.10.1.3/UM.15/2010 tanggal 25 Januari 2010 yang 
ditujukan kepada Rektor UNHAS yang ditandatangani oleh Drs. 
Patrice Lumumba, MA antara lain “menjijikkan, keji dan bejat 
moral” 
- Bahwa isi surat tersebut telah banyak yang membacanya 
melihat mempunyai banyak tembusan dan salah satunya adalah 
saksi yang pada waktu itu menjabat Dekan Fisip UNHAS; 
- Bahwa isi surat yang dibuat oleh Drs. Patrice Lumumba, MA 
adalah tidak benar Karen tidak sesuai dengan yang 
sebenarnya; 
 
b. Alat Bukti Surat 
Bahwa dalam berkas perkara pidana terdakwa atas nama 
Drs. Patrice Lumumba, MA terlampir surat-surat yang dibuat 
dengan sumpah jabatan berupa : 
- Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan BAP terdakwa yang 
dibuat oleh penyidik polsekta Ujung Pandang yang memuat 
tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau 
dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas 
tentang keterangan tersebut. 
- Surat perintah dan berita acara yang dibuat menurut ketentuan 
peraturan perUndang-Undangan dan surat yang dibuat oleh 
pejabat penyidik dan surat-surat lainnya yang diperuntukkan 
untuk pembuktian sesuatu hal sesuatu keadaan. 
- Surat Nomor  488/H.4.10.1.3/UM.15/2010 tanggal 25 Januari 
2010 
Surat-surat mana adalah merupakan alat bukti sah menurut 
Pasal 187 KUHAP. 
c. Petunjuk 
Bahwa memperhatikan keterangan terdakwa dan yang 
diajukan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa sebelumnya 
antara terdakwa dengan ibu Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, MS 
ada selisih paham, serta saksi DR.Dr. Andi Warhidan Sinrang, MS, 
dan saksi Dedy Tikson, didepan persidangan dengan disumpah 
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yang menyatakan bahwa benar terdakwa Drs. Patrice Lumumba, 
MA pada hari senin tanggal 25 Januari 2010,, bertempat diruangan 
kerja terdakwa di Fakultas Sospol Fisip UNHAS, terdakwa 
membuat surat Nomor : 488/H.4.10.1.3/UM.15/2010 tanggal 25 
Januari 2010 yang ditujukan kepada Rektor UNHAS serta 9 
(Sembilan) alamat tembusan yang mana isi surat tersebut terdakwa 
menuliskan tentang hinaan dan makian terhadap Prof. Dr. Hj. 
Aidawayati Rangkuti, MS, yang antara lain mengatakan bahwa 
Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, MS ”menjijikkan, buta hati, bejat, 
keji. Tidak bermoral dan tukang fitnah”, namun kenyataannya 
menurut keterangan saksi korban Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, 
MS, saksi DR. Dr.Andi Warhidan Sinrang, MS dan saksi Dedy 
Tikson bahwa perbuatan yang dituduhkan oleh terdakwa kepada 
saksi korban Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, MS, tidak benar, 
kemudian surat tersebut terdakwa kirimkan ke Rektor UNHAS serta 
masing-masing tembusannya dan banyak orang yang membaca 
surat tersebut sehingga saksi korban Prof. Dr. Hj. Aidawayati 
Rangkuti, MS langsung melaporkan kepolisi untuk diproses sesuai 
ketentuan hukum yang berlaku. 
 Bahwa perbuatan terdakwa, kejadian atau keadaan tersebut 
diatas bersesuaian baik antara keterangan saksi-saksi yang 
disumppah maupun keterangan terdakwa sendiri, maka hal 
tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk sah menurut hukum 
berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP. 
 
d. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa Drs. Patrice Lumumba, MA didepan persidangan 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa benar terdakwa pernah membuat surat Nomor : 
488/H.4.10.1.3/UM.15/2010 tanggal 25 Januari 2010; 
- Bahwa benar terdakwa membuat tersebut pada hari Senin 
tanggal 25 Januari 2010 bertempat diruang kerja terdakwa di 
Fakultas Sospol FISIP UNHAS; 
- Bahwa benar dalam suraat tersebut terdakwa menuliskan kata-
kata “menjijikkan, bejat moral, keji dan buta hati” ditujukan 
kepada Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, MS 
- Bahwa yang terdakwa maksud “menjijikkan, bejat moral, keji 
dan buta hati” adalah sifat perbuatan Prof. Dr. Hj. Aidawayati 
Rangkuti, MS; 
- Bahwa sebelumnya Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, MS yang 
terlebih dahulu telah menfitnah terdakwa melalui suratnya 
tanggal 12  Januari 2010 yang dikirim ke Dekan FISIP UNHAS 
yang tembusannya ke Rektor Unhas  ; 
- Bahwa isi surat Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, MS yang 
terlebih dahulu telah menfitnah terdakwa dengan berisi : 
 Terdakwa menerima uang sogokan dari mahasiswa agar 
lulus ujian dalam mata kuliah yang terdakwa ajarka; 
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 Para mahasiswa takut bertemu dengan terdakwa dan malas 
kuliah karena ujung-ujungnya uang; 
 Meminta uang kepada ppara mahasiswa yang mengikuti 
Diplomasi supaya lulus; 
- Bahwa surat Nomor : 488/H.4.10.1.3/UM.15/2010 tanggal 25 
Januari 2010 tersebut adalah merupakan jawaban atas surat 
yang dibuat Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, MS. 
 
e. Barang Bukti 
- 1 (satu) rangkap Surat Nomor : 488/H.4.10.1.3/UM.15/2010 
tanggal 25 Januari 2010 
- Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, 
karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. 
- Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut 




Dari hasil penyidikan, bahwa terdakwa benar membuat surat pada 
tanggal 25 Januari 2010 Nomor : 488/H/4.1.3/UM.15/2010 yang telah 
dikirim ke Rektor Universitas Hasanuddin dengan 9 (Sembilan) tembusan 
yang berisi tentang makian terhadap korban. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Mengenai tuntutan penuntut umum terhadap kasus yang 
menyebabkan tercemarnya nama baik korban PROF. DR. HJ. 
AIDAWAYATI RANGKUTI, MS yang dilakukan oleh terdakwa DRS. 
PATRICE LUMUMBA, MA, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan maka penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan 
alternatif yaitu : 
Pertama : Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang Fitnah  
Atau 
Kedua   : Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang Penghinaan/menista 
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Maka penuntut umum mengajukan kepada Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
agar memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa DRS. PATRICE LUMUMBA, MA, bersalah 
melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP dalam 
perkara pertama; 
2. Menjjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara 
selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) 
tahun; 
3. 1 (satu) rangkap surat No. 488/H/4.1.3/UM.15/2010 tanggal 25 
Januari 2010 dirampas untuk dimusanahkan; 
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- ( dua ribu rupiah ). 
 
4. Pertimbagan Hakim 
Mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan, terdakwa yang telah 
melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut akan dikajji 
terlebih dahulu dan di pertimbangkan oleh majelis hakim apakah 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi 
unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP yang telah didakwakan tersebut : 
Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan 
alternatif yaitu: pertama melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP atau 
kedua melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya 
sebagai berikut : 
1. Barang siapa; 
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan menuduh sesuatu hal dilakukan dengan 
tulisan dan tuduhan tersebut adalah tidak benar; 
3. Dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui orang banyak; 
Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan 
apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak  ketentuan 
Pasal 311 ayat (1) KUHP tersebut yaitu sebagai berikut: 
 
ad.1. Unsur Barang Siapa; 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa 
adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum  yang sehat 
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jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan segala 
perbuatannya; 
Menimbang bahwa barang siapa disini berdasarkan 
dakwaan penuntut umum yang telah menghadapkan terdakwa Drs. 
Patricia Lumumba, MA, yang dihubungkan dengan keterangan 
terdakwa dengan semua identitasnya dan terdakwa dalam keadaan 
sehat jasmani dan rohani, dihubungkan pula dengan keterangna 
saksi-saksi, maka barang siapa disini telah terbukti adalah 
terdakwa Drs. Patrice Lumumba, MA; 
 
ad.2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama 
baik seseorang dengan menuduh suatu hal, dilakukan dengan 
tulisan dan tuduhan tersebut tidak benar; 
  Menimbang bahwa fakta yang terbukti di persidangan 
berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Prof. Dr. Hj. Aidawayati 
Rangkuti, DR. Dr. Andi Warhidan dan saksi Dedy Tikson, yang 
menerangkan bahwa terdakwa Drs. Patrice Lumumba, MA telah 
membuat surat tertanggal 25 Januari 2010 yang ditujukan kepada 
Rektor UNHAS yang berisi kata-kata hinaan dan hujatan kepada 
saksi Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti dengan kata-kata 
menjijikkan, keji, tidak bermoral, tukang fitnah dan menurut saksi-
saksi, tuduhan tersebut adalah tidak benar. Demikian juga 
keterangan terdakwa yang telah membenarkan telah menulis surat 
kepada Rektor UNHAS dengan berisikan kata-kata menjijikkan, 
keji, tidak bermoral, walaupun terdakwa berdalih bahwa tulisannya 
tersebut adalah merupakan jawaban atas surat saksi korban yang 
telah memfitnah terdakwa terlebih dahulu dengan mengirim surat 
pada Dekan FISIP UNHAS yang ditembuskan kepada Rektor 
UNHAS dan terdakwa telah melaporkan saksi Prof. Dr. Hj. 
Aidawayati Rangkuti ke kepolisian; 
 Menimbang bahwa walaupun dalam pembelaannya 
terdakwa berdalih bahwa perbuatannya tersebut sebagai jawaban 
atas surat saksi korban Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, MS yang 
telah memfitnah terdakwa, tetapi majelis hakim tidak sependapat 
dengan pembelaan terdakwa  tersebut. Dimana seharusnya 
terdakwa cukup melaporkan saksi korban ke polisi, dengan tuduhan 
pencemaran nama baik terdakwa, tidak perlu terdakwa membalas 
perbuatan saksi korban dengan menfitnah pula saksi, apalagi surat 
terdakwa tersebut tidak hanya ditujukan kepada Rektor UNHAS 
tetapi ditembuskan kepada 9 pejabat dilingkungan UNHAS. 
Melebihi tembusan surat yang dibuat oleh saksi korban; 
 Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis 
hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja menyerang 
kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu 
hal dengan tulisan dan tuduhan tersebut tidak benar, telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan; 
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ad.3. Unsur dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui orang 
banyak; 
 Menimbang bahwa fakta yang terbukti di persidangan 
berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta 
dihubungkan dengan barang bukti berupa surat No. 
488/H4.10.1.3/UM.15/2010 tertanggal 25 Januari 2010, yang 
ditandatangani oleh terdakwa, dimana terdakwa telah mengirim 
surat-surat kepada Rektor UNHAS yang ditembuskan kepada  9 
(Sembilan) pejabat dilingkungan UNHAS yaitu : 
1) Pembantu Rektor I; 
2) Pembantu Rektor II; 
3) Ketua Senat Guru Besar UNHAS; 
4) Sekretaris Senat UNHAS; 
5) Ketua UPI UNHAS; 
6) Dekan FISIP UNHAS; 
7) Dekan FMIPA UNHAS; 
8) Para Pembantu Dekan FISIP UNHAS; 
9) Ketua KOMDIS FISIP UNHAS; 
 Dimana surat terdakwa tersebut berisikan kata-kata yang 
menyerang kehormatan saksi korban Prof. Dr. Hj. Aidawayati 
Rangkuti, MS yaitu kata-kata menjijikkan, keji,, bejjat moral, dan 
semua saksi-saksi mengetahui isi surat tersebut; 
 Sehingga dengan demikian unsur agar tuduhan tersebut 
diketahui orang banyak atau umum telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan; 
 Dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan 
pembelaan terdakwa yang beralasan bahwa perbuatan terdakwa 
tersebut bukan untuk diketahui oleh umum, tidak beralasan karena 
apabila lebih dari dua orang yang mengetahui surat tersebut, 
apalagi ada 9 tembusan, maka pembelaan terdakwa tersebut harus 
dikesampingkan; 
 Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dalam Pasal 
311 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencemaran Nama 
Baik”; 
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan pembenaran atau 
alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka 
terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya 
serta rasa keadilan; 
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, 
maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya 
perkara; 
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa adalah seorang 
dosen yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswanya, maka cukup 
beralasan kalau terdakwa dijatuhi pidana bersyarat; 
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 Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan hal-
hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu; 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Terdakwa sebagai seorang pendidik tidak sepantasnya 
mengeluarkan kata-kata keji atau kotor; 
- Terdakwa tidak merasa bersalah; 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya; 
- Terdakwa sebagai dosen yang dibutuhkan oleh 
mahasiswanya; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
Mengingat Pasal 311 ayat (1) KUHP serta peraturan perUndang-
Undangan yang berlaku dan berhubungan. 
 
5. Amar Putusan 
Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa 
terdakwa terbukti bersalah dan memutus : 
1. Menyatakan terdakwa Drs. Patrice Lumumba, MA, telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“PENCEMARAN NAMA BAIK”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama : 5 (lima) bulan; 
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali 
ada perintah lain dari hakim karena terdakwa melakukan tindak 
pidana sebelum lewat waktu selama 10 (sepuluh) bulan; 
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) rangkap surat No. 
488/H4.10.1.3/UM.15/2010 tertanggal 25 Januari 2010 tetap 
terlampir dalam berkas perkara; 
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 
 
6. Komentar Penulis 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari 
kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan, serta berpegang teguh dengan apa yang didakwakan oleh 
Penuntut Umum. Bila dalam surat dakwaan terdapat kekeliruan seperti 
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pada surat dakwaan yang penulis teliti, maka sulit bagi hakim untuk 
mempertimbangkan atau menjatuhkan putusan. 
Pada dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif menurut 
penulis sudah benar melihat tindak pidana pencemaran nama baik 
tersebut ada yang bersifat mengecualikan satu sama lain yang dapat 
menimbulkan ketidakyakinan Penuntut Umum untuk memberikan 
dakwaan, namun substansi dari dakwaan alternatif tersebut tidaklah tepat 
sasaran. Melihat unsur pada dakwaan alternatif kedua bukan tindak 
pidana yang dimaksud dalam kasus ini yaitu Pasal 310 ayat (1) tentang 
menista melalui lisan. Melihat bukti dan keterangan saksi-saksi bahwa 
terdakwa melakukan penghinaan melalui surat maka seharusnya 
dakwaan alternatifnya adalah Pasal 310 ayat (2) menista dengan surat. 
Walaupun dakwaan kedua ini tidak terbukti namun perlu di perhatikan 
karena menjadi penting apabila dakwaan pertama dalam dakwaan 
alternatif ini gugur atau tidak terbukti.  
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, 
maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan 
penuntut umum, dan pertimbangan hukum pengadilan dalam amar 
putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya seorang 
terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, 
dimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian 
satu sama lain yang diajukan oleh penuntut umum ditambah dengan 
keterangan terdakwa yang membenarkan dan mengakui secara jujur 
perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim 
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Pengadilan Negeri Makassar menyatakan dalam amar putusannya bahwa 
terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencemaran 
nama baik yang menyebabkan orang lain merasa diserang kehormatan 
dan nama baiknya namun tidak mampu membuktikan tuduhannya 
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP dan 
menghukum terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dengan masa 
percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim 
yang memutus Perkara ini yang kebetulan pada saat itu sebagai Hakim 
Ketua yang memutus perkara tersebut menjelaskan bahwa terdakwa 
diberikan pidana bersyarat dikarenakan status terdakwa yang sebagai 
tenaga pengajar yang juga sangat dibutuhkan oleh mahasiswanya melihat 
tenaga pengajar di Makassar masih terhitung sedikit dan pidana bersyarat 
ini juga cukup memberikan efek jera bagi terdakwa (Mahyuti, wawancara, 
20 November 2013). 
Tindak pidana pencemaran nama baik ini didorong oleh beberapa 
faktor yang menyebabkan seseorang mencemarkan nama baik orang lain 
seperti yang dikatakan bapak Mahyuti (20 November 2013) saat 
wawancara di Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa terkadang 
terdakwa melakukan tindak pidana didorong oleh tindakan atau prilaku 
korban itu sendiri yang memancing terdakwa untuk melakukan hal yang 
melawan hukum. Seperti pada kasus ini, pada pembelaan terdakwa 
mengatakan bahwa surat ini dibuat oleh terdakwa untuk membalas surat 
yang telah lebih dulu dikirim oleh korban yang juga menurut terdakwa 
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menyinggung perasaannya. Kata-kata yang membuat korban dicemari 
nama baiknya tersebut menurut terdakwa menunjuk pada sifat korban 
yang terlebih dahulu memfitnah terdakwa. Walaupun menurut Hakim 
tindakan terdakwa tidaklah benar, seharusnya terdakwa cukup 
melaporkan tindakan korban apabila benar korban telah memfitnah bukan 
malah balas memfitnah. 
Dari hasil wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa nilai-
nilai moral dalam masyarakat telah terkikis oleh perkembangan zaman. 
Dalam kasus tersebut melihat latar belakang permasalahannya terjadi 
dikarenakan korban yang terlebih dahulu mengirim surat yang berisi kata-
kata yang menurut terdakwa adalah fitnah, maka menurut penulis 
terdakwa tidak sepenuhnya bersalah dengan memulai dan sengaja 
mencemarkan nama baik korban karena dalam kasus ini terdakwa hanya 
membela martabat dan kehormatannya dengan mengirim balasan surat 
yang telah lebih dahulu dikirimkan oleh korban. Hal ini juga dijelaskan 
pada Pasal 310 ayat (3) KUHP “tidak merupakan pencemaran atau 
pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan 
umum atau karena terpaksa untuk membela diri”, hal ini menurut penulis 
jelas bahwa korbanlah yang membuat terdakwa terpancing untuk 
melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut dan terdakwa 
hanya membalas surat tersebut walaupun tindakan terdakwa juga tidak 
boleh dibenarkan. Karena perbuatan terdakwa dapat membuat harga diri 
seseorang menjadi rusak dan membuat korban malu karena telah di fitnah 
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dengan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang 
pengajar. 
Melihat terdakwa yang berstatus Pengajar pada tingkat universitas 
seharusnya lebih menjaga tutur kata, tingkah laku dan perbuatannya. 
Seorang pengajar dituntut untuk memberikan contoh yang baik bagi 
mahasiswanya agar bisa jadi panutan, namun pada kenyataannya 
terdakwa tidak dapat mengontrol prilaku dan perkataannya sehingga 
terdakwa mengirimkan surat sebagai balasan dari surat yang telah lebih 
dahulu dikirimkan oleh korban.  
Hal ini tidak akan terjadi apabila nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-
nilai adat istiadat kita tetap dijaga kelestariannya dan di patuhi. Banyak hal 
yang harus dijaga termasuk privasi orang lain yang tidak boleh diganggu. 
Karena hal itu adalah hak asasi setiap manusia. Jika hal tersebut dapat 
diterapkan khususnya terhadap kehidupan sehari-hari maka dengan 
demikian kesadaran akan adanya hukum atau aturan itu akan terwujud 
dengan apa yang kita harapkan karena sikap yang saling menghormati. 
 
B. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan No. 
822/Pid.B/2011/PN.Mks. 
Perkara No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks. dalam hal ini terdakwa 
diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh 
penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana 
terdakwa melanggar ketentuan Pasal 311 ayat (1) KUHP.  
Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa oleh hakim harus 
dibuktikan terlebih dahulu dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal 
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tersebut kemudian di sesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan serta alat bukti dengan menganalisanya.  
Adapun unsur-unsur dari Pasal 311 ayat (1) KUHP berdasarkan 
isinya adalah sebagai berikut : 
1. Barang siapa; 
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan menuduh sesuatu hal dilakukan dengan 
tulisan dan tuduhan tersebut adalah tidak benar; 
3. Dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui orang banyak; 
Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan 
apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak  ketentuan 
Pasal 311 ayat (1) KUHP tersebut yaitu sebagai berikut: 
ad.1. Unsur Barang Siapa; 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa 
adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum  yang sehat 
jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan segala 
perbuatannya; 
Menimbang bahwa barang siapa disini berdasarkan 
dakwaan penuntut umum yang telah menghadapkan terdakwa Drs. 
Patricia Lumumba, MA, yang dihubungkan dengan keterangan 
terdakwa dengan semua identitasnya dan terdakwa dalam keadaan 
sehat jasmani dan rohani, dihubungkan pula dengan keterangna 
saksi-saksi, maka barang siapa disini telah terbukti adalah 
terdakwa Drs. Patrice Lumumba, MA; 
 
ad.2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama 
baik seseorang dengan menuduh suatu hal, dilakukan dengan 
tulisan dan tuduhan tersebut tidak benar; 
  Menimbang bahwa fakta yang terbukti di persidangan 
berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Prof. Dr. Hj. Aidawayati 
Rangkuti, DR. Dr. Andi Warhidan dan saksi Dedy Tikson, yang 
menerangkan bahwa terdakwa Drs. Patrice Lumumba, MA telah 
membuat surat tertanggal 25 Januari 2010 yang ditujukan kepada 
Rektor UNHAS yang berisi kata-kata hinaan dan hujatan kepada 
saksi Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti dengan kata-kata 
menjijikkan, keji, tidak bermoral, tukang fitnah dan menurut saksi-
saksi, tuduhan tersebut adalah tidak benar. Demikian juga 
keterangan terdakwa yang telah membenarkan telah menulis surat 
kepada Rektor UNHAS dengan berisikan kata-kata menjijikkan, 
keji, tidak bermoral, walaupun terdakwa berdalih bahwa tulisannya 
tersebut adalah merupakan jawaban atas surat saksi korban yang 
telah memfitnah terdakwa terlebih dahulu dengan mengirim surat 
pada Dekan FISIP UNHAS yang ditembuskan kepada Rektor 
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UNHAS dan terdakwa telah melaporkan saksi Prof. Dr. Hj. 
Aidawayati Rangkuti ke kepolisian; 
 Menimbang bahwa walaupun dalam pembelaannya 
terdakwa berdalih bahwa perbuatannya tersebut sebagai jawaban 
atas surat saksi korban Prof. Dr. Hj. Aidawayati Rangkuti, MS yang 
telah memfitnah terdakwa, tetapi majelis hakim tidak sependapat 
dengan pembelaan terdakwa  tersebut. Dimana seharusnya 
terdakwa cukup melaporkan saksi korban ke polisi, dengan tuduhan 
pencemaran nama baik terdakwa, tidak perlu terdakwa membalas 
perbuatan saksi korban dengan menfitnah pula saksi, apalagi surat 
terdakwa tersebut tidak hanya ditujukan kepada Rektor UNHAS 
tetapi ditembuskan kepada 9 pejabat dilingkungan UNHAS. 
Melebihi tembusan surat yang dibuat oleh saksi korban; 
 Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis 
hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja menyerang 
kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu 
hal dengan tulisan dan tuduhan tersebut tidak benar, telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan; 
 
ad.3. Unsur dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui orang 
banyak; 
 Menimbang bahwa fakta yang terbukti di persidangan 
berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta 
dihubungkan dengan barang bukti berupa surat No. 
488/H4.10.1.3/UM.15/2010 tertanggal 25 Januari 2010, yang 
ditandatangani oleh terdakwa, dimana terdakwa telah mengirim 
surat-surat kepada Rektor UNHAS yang ditembuskan kepada  9 
(Sembilan) pejabat dilingkungan UNHAS yaitu : 
10) Pembantu Rektor I; 
11) Pembantu Rektor II; 
12) Ketua Senat Guru Besar UNHAS; 
13) Sekretaris Senat UNHAS; 
14) Ketua UPI UNHAS; 
15) Dekan FISIP UNHAS; 
16) Dekan FMIPA UNHAS; 
17) Para Pembantu Dekan FISIP UNHAS; 
18) Ketua KOMDIS FISIP UNHAS; 
 Dimana surat terdakwa tersebut berisikan kata-kata yang 
menyerang kehormatan saksi korban Prof. Dr. Hj. Aidawayati 
Rangkuti, MS yaitu kata-kata menjijikkan, keji,, bejjat moral, dan 
semua saksi-saksi mengetahui isi surat tersebut; 
 Sehingga dengan demikian unsur agar tuduhan tersebut 
diketahui orang banyak atau umum telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan; 
 Dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan 
pembelaan terdakwa yang beralasan bahwa perbuatan terdakwa 
tersebut bukan untuk diketahui oleh umum, tidak beralasan karena 
apabila lebih dari dua orang yang mengetahui surat tersebut, 
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apalagi ada 9 tembusan, maka pembelaan terdakwa tersebut harus 
dikesampingkan; 
 Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dalam Pasal 
311 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencemaran Nama 
Baik”; 
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan pembenaran atau 
alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka 
terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya 
serta rasa keadilan; 
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, 
maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya 
perkara; 
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa adalah seorang 
dosen yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswanya, maka cukup 
beralasan kalau terdakwa dijatuhi pidana bersyarat; 
 Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan hal-
hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu; 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Terdakwa sebagai seorang pendidik tidak sepantasnya 
mengeluarkan kata-kata keji atau kotor; 
- Terdakwa tidak merasa bersalah; 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya; 
- Terdakwa sebagai dosen yang dibutuhkan oleh 
mahasiswanya; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
Mengingat Pasal 311 ayat (1) KUHP serta peraturan perUndang-
Undangan yang berlaku dan berhubungan. 
 
Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan 
Pasal 311 ayat (1) KUHP yaitu karena perbuatannya mengakibatkan 
nama orang lain tercemar dan harga dirinya rusak. Bahwa dalam 
mempertimbangkan hukumannya majelis hakim mempertimbangkan 
apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan 
menganalisa unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan dalam Pasal 311 
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ayat (1) KUHP berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu menghubungkan 
dengan perbuatan terdakwa dan peristiwa tersebut.  
Didalam pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan 
yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian yaitu 
unus testis nullum testis yakni adanya minimal dua alat bukti maka 
terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan didalam dakwaan telah 
terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk membuktikan dakwaannya Penuntut 
Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti 
petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu sama lain. 
Mengenai dasar pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik 
yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Pasal 311 ayat (1) KUHP, 
yang pada rumusan deliknya harus memenuhi unsur barang siapa, 
dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 
dengan menuduh sesuatu hal dilakukan dengan tulisan dan tuduhan 
tersebut adalah tidak benar, dengan maksud agar tuduhan tersebut 
diketahui orang banyak. Pada rumusan delik karena terdakwa tidak 
mampu membuktikan tuduhannya dan dengan tuduhan itu telah diketahui 
oleh orang banyak atau diketahui oleh umum maka Majelis Hakim 
berdasarkan pada keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa, 
bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan 
memfitnah. Akan tetapi terdakwa melakukan pembelaan dengan 
mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan atas dasar pembelaan diri 
dimana korban telah memfitnah terdakwa lebih dahulu namun Majelis 
Hakim tidak menerima pembelaan terdakwa dan berpendapat lain bahwa 
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apabila terdakwa memang merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya 
seharusnya cukup dengan melaporkan korban ke polisi, bukan malah 
balik memfitnah korban. 
Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah 
melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang menyebabkan 
orang lain terserang nama baiknya maka Majelis Hakim juga harus 
mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan yang dapat 
menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasaan pemaaf ataupun 
alasan pembenar. 
Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara 
tentang pencemaran nama baik sesuai wawancara penulis terhadap 
hakim yang memutus perkara tersebut, Mahyuti (20 November 2013) 
mengatakan bahwa dalam memutus suatu perkara sebaiknya 
dipertimbangkan bagaimana suasana pada saat kejadian apakah korban 
berperan sehingga tindak pidana pencemaran nama baik tersebut terjadi, 
bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang 
dilakukan serta bagaimana status terdakwa apakah dengan ditahannya 
terdakwa banyak yang dirugikan ataukah banyak yang terbengkalai 
terkhusus untuk kepentingan umum.  
Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutus 
suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa 
dengan memberikan pidana bersyarat bagi terdakwa dengan masa 
percobaan 10 (sepuluh) bulan. 
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Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis Hakim 
dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa terlebih dahulu juga 
mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta hal-hal 
yang meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-alasan yang sekiranya 
dapat membebaskan terdakwa dari tahanan.  
Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan, Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah putusan 
yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana yang karena perbuatannya 
mengakibatkan korban malu dan terserang kehormatan nama baiknya 
sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makassar atas 












 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur-
unsur tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 
311 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak 
pidana pencemaran nama baik adalah sebagai berikut : 
a. Adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur Pasal 311 ayat 
(1) KUHP dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik. 
b. Adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terbukti di 
persidangan. 
c. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. 
B. Saran 
Untuk menghindari adanya korban akibat pencemaran nama baik 
dalam kehidupan bermasyarakat sebaiknya : 
1. Dalam bersosialisasi juga memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam 
masyarakat, melihat adat pada masing-masing daerah berbeda 
maka kita harus saling menghormati satu sama lain. 
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2. Dalam memberikan dakwaan seharusnya Jaksa Penuntut Umum 
lebih teliti melihat suatu perkara karena pada kenyataannya masih 
banyak tuntutan yang tidak tepat sasaran yang mengakibatkan 
longgarnya pembuktian. Dengan kerja keras Jaksa Penuntut Umum 
yang lebih teliti, dapat mengefektifkan proses penegakan hukum. 
3. Dalam memutuskan suatu perkara Hakim tidak boleh terpengaruh 
dengan bisikan-bisikan yang membuat Hakim menjadi tidak objektif 
agar keadilan bisa tercipta. 
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